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ABSTRAK

Tesis ini berjudul tentang bank tanah sebagai upaya menjamin ketersediaan tanah
dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja Yang menarik dalam Undang-Undang ini adalah adanya
kebijakan pertanahan dinamakan bank tanah yang memiliki kewenangan untuk
melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar atau bermasalah dimana tanah ini
belum dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar kemudian
dapat didistribusikan kembali untuk kepentingan umum dalam rangka ekonomi
berkeadilan sesuai program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah
jenis penelitian normatif menggunakan pendekatan perundangan, futuristic, dan
sistematika perbandingan hukum. Teknik penarikan kesimpulain menggunakan
logika berfikir abductive. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana
konsepsi bank tanah dalam UUPA, bagaimana konsepsi bank tanah dalam UU
Cipta Kerja berdasarkan sudut pandang UUPA, dan bagaimana pengaturan ideal
bank tanah yang harmonis dengan UUPA. Dari hasil penelitian yang di lakukan
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA
mengamanatkan adanya badan penguasaan tanah yang mengelola tanah negara
namun belum ada kebijakan pasti yang mengatur mengenai pembentukan bank
tanah dalam Undang-Undang tersebut. 2) Pembentukan Bank Tanah dalam UU
Cipta Kerja ini hanya berfokus pada konsep ekonomi semata dan kurang berfokus
pada kepentingan rakyat (miskin). 3) Idealnya Bank Tanah yang harmonis dengan
UUPA adalah dengan membentuk Bank Tanah sebagai badan hukum publik dengan
prinsip dasar bahwa pemanfaatan tanah yang dikelola Lembaga tersebut harus
memprioritaskan kepentingan umum dengan prinsip untuk mencapai kemammuran
bagi rakyat yang sebesar-besarnya.

Kata kunci: Bank Tanah; Ekonomi Berkeadilan; Ketersediaan Tanah; Undang
Undang Cipta Kerja

Pembimbing Utama, Pembimbing Pembantu,
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NIP.197307281998021001

Mengetahui,
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ABSTRACT

This thesis is entitled Land Bank as an Effort to Ensure the Availability of Land for a Fair
Economy Based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. What is interesting in
this law is the existence of a land policy called a land bank which has the authority to acquire
abandoned or troubled land where this land has not been developed and has the potential to
be developed so that it can then be redistributed for the public interest in order to achieve a

futuristic, and comparative law approaches and the conclusions are made using the abductive
reasoning. The issues raised are as follows: what is the conception of a land bank in the Law
on Agrarian Principles (UUPA), how is the conception of a land bank in the Job Creation Act
based on UUPA's point of view, and what is the ideal arrangement of a land bank in harmony
with UUPA. Based on the results, it was concluded that: 1) Article 2 and Article 6 of the
UUPA mandated the existence of a land control agency that managed state land but there was
no definite policy that regulated the establishment of a land bank in the Law. 2) The
establishment of a Land Bank in the Job Creation Law only focused on the economic concept
alone and did not focus on the interests of the people {the poor). 3) Ideally, a Land Bank that
is in harmony with UUPA is to establish 2 Land Bank as a public legal entity with the basic
principle that the use of land managed by: the'institution must prioritize the public interest
with the principle of achieving the grea;ﬁ;ﬁ)ros ityfor the people.

Key words: Land Bank, Fair Econo"‘;.‘_

Advisor I
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Membicarakan tentang tanah dan lingkungan tidak akan pernah ada kata usai,
berbagai macam problematika lingkungan yang ditimbulkan dalam hal
kepemilikikan, penguasaan, dan eksploitasi tanah mendorong pemerintah untuk
menciptakan suatu regulasi hukum dan aturan guna memberikan batasan sekaligus
wewenang terhadap penguasa tanah dalam hal mengelola dan mengeksploitasi
tanah dengan bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan dalam hal
kepemilikan dan penguasaan tanah.

Tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria merupakan aset yang salah
satu nilainya adalah sebagai komoditas yang berharga dan terbatas hingga
berbagai kepentingan pun berdiri di atasnya, investasi terhadap tanah merupakan
hal yang menggiurkan sejak dulu terutama jika itu juga menyangkut kepentingan
investasi dan kepentingan negara.

Tanah dapat menjadi sumber daya yang penting bagi kesejahteraan bangsa
gagasan tersebut menjadi amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(selanjutnya disebut UUD NRI 1945-peneliti) Dinyatakan: “Bumi, air, dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan di

pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Di dalam Pasal

1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.



tersebut pula terkandung makna pemberian kekuasaan kepada negara untuk
mengatur sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam rangka menyejahterahkan segenap rakyat Indonesia.?

Atas dasar itulah negara melalui pemerintahnya membentuk aturan guna
memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan yang kemudian akhirnya
tanggal 24 September 1960 menjadi titik bangkitnya hukum pertanahan nasional
yang mana kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Pertanahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104 (selanjutnya dalam pembahasan lebih lanjut akan di
singkat dengan UUPA-peneliti).

Istilah “tanah” dipakai dalam arti yuridis, sebagai suatu pengertian yang telah
diberi batasan resmi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dimana hal itu
tercantum pada Pasal 4 ayat (1) “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai
yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai
oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta
badan hukum.”® Dengan demikian maka tanah diartikan sebagai permukaan bumi,
sedangkan hak atas tanah adalah hak atas Sebagian tertentu permukaan bumi,
yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.*

Dalam perjalanannya UUPA mengatur urusan pertanahan dalam hal pokok

saja dan karena kebutuhan masyarakat Indonesia semakin tinggi pemerintah pun

2 Bernard Limbong, 2014, Politik Pertanahan, Jakarta Pustaka Margareta, him. 28.

3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok Agraria, Pasal 2

4 Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-
Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya, Jakarta: Djambatan, him 18.



dirasa perlu untuk membetuk peraturan baru berupa pelaksana yang berfungsi
sebagai pelengkap sekaligus penyempurna substansi dari UUPA tersebut yang
pastinya kepastian hukum haruslah sejalan dengan UUPA.

Pada tahun 2012-2013 sempat dicanangkan sebuah aturan baru berupa
Rancangan Undang-Undang Pertanahan dimaksudkan untuk menggantikan UUPA
akan tetapi Rancangan Undang-Undang ini lebih ke bersifat Lex Specialis, dan
UUPA menjadi Lex Generalis.® Rancangan Undang-Undang ini diharapkan
mampu mewujdkan sistem pertahanan nasional yang lengkap dan jelas serta
berpedoman pada UUPA dan prinsip-prinsip yang terkandung didalamnya namun
pada akhirnya pengesahan Rancangan Undang-Undang ini kemudian dibatalkan
pada akhir tahun 2019 karena desakan dari masyarakat untuk dilakukan
peninjauan kembali terhadap seluruh Pasal sebab Rancangan Undang-Undang
Pertanahan tersebut dianggap tidak mencermikan jiwa UUPA dan bertentangan
dengan reformasi pertanahan serta hanya berupa tindakan administratif semata,
keberpihakan sangat terasa pada sektor swasta, antara lain mengenai pengaturan
perpanjangan hak tanah untuk kedua kalinya baik HGU (Hak Guna Bangunan)
dan HPL (Hak Pengelolaan) dengan menetapkan batas maksimal hak tanah,
penutupan informasi publik dengan kata lain diabaikannya asas publisitas dan

bank tanah di sini perannya tidak lebih dari seorang makelar tanah.®

5 lda Nurlinda, 2016, Telaah Atas Materi Muatan Rancangan Undang-Undang
Pertanahan, Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 1 Nomor 1 ISSN 2528-7273, him. 1

® Dwi Kusumo Wardhani, 2020, Disharmoni Antara RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan
Dengan Prinsip-Prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok
Pokok Agraria UUPA, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6
No.2 ISSN: 2407-4276 (Online) ISSN: 2356-4146 (Cetak)



Berbicara mengenai konflik pertanahan, maka kita harus membahas mengenai
faktor penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia. Salah satunya di
sebabkan oleh adanya permasalahan regulasi di bidang pertanahan itu sendiri yang
mana beberapa peraturan perundangan terkait di bidang pertanahan sering kali
berbenturan satu sama lain.” Akibat permasalahan regulasi tersebut para pejabat
sering kali mengambil kebijakan dengan tidak memahami struktur peraturan
perundang-undangan berujung kepada kesalahan administratif dan kerugian
keperdataan maupun berimbas pada perbuatan pidana. Indonesia sudah melalui
pergantian rezim pemerintahan beberapa kali baik dari orde lama maupun Orde
Reformasi, pergantian Presiden dan Kabinet Pemerintahan mengakibatkan
lahirnya banyak peraturan perundang-undangan yang di sesuaikan dengan
keinginan dan kepentingan masing masing rezim pemerintahan yang berlaku saat
itu. Oleh karena begitu banyaknya peraturan tersebut berimbas pada tumpang
tindih sehingga konflik antara kebijakan yang satu dan lainnya tak bisa dielakkan.

Adapun permasalahan kompleks lainnya yang sering terjadi di bidang
pertanahan Indonesia adalah penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan
terutama di perkotaan.® Seperti yang sebelumnya di katakan bahwa tanah adalah
aset dan sekaligus komoditas yang berharga dan terbatas menimbulkan
kelangkaan akan tanah dan harga tanah di perkotaan terus naik dan taksiran harga

tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak lagi berlaku.

" Firman Freaddy Busroh, 2017, Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan
Permasalahan Regulasi Pertanahan, Jurnal Arena Hukum STIHPADA, Vol. 10 No. 2 PP.227-250

8 Flecner L.H, 1974, Land Banking in the Control of Urban Developmeny, New York:
Preger Publisher, him. 7.



Tidak hanya itu pembangunan industrialisasi di bidang agraris pun menjadi
tambahan masalah lain yang harus di hadapi di era ini. Persoalan pertanahan dan
pembangunan di setiap negara yang di sebut “Nation Building” menjadi
tantangan yang serupa untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan
sejahtera, karena negara-negara tersebut pada umumnya bersifat agraris maka
pembangunan akan banyak mengubah tata hubungan masyarakat dengan tanah,
dan hubungan antara sesama anggota masyarakat dengan tanah, juga hubungan
antara sesama anggota masyarakat atas tanah.®

Kompleksitas akan permasalahan pengadaan tanah merupakan pertanda bagi
pemerintah agar segera melakukan revisi kebijakan di bidang pertanahan, yang
mana revisi di sini bisa bermaksud mengarah kepada mekanisme penyediaan
tanah bagi pembangunan fasilitas kepentingan umum yang mana dapat
mengakomodir kepentingan pemerintah dan masyarakat pemilik tanah secara
bersamaan.® hal ini pun menarik perhatian pemerintah dan para praktisi lebih dari
sebelumnya untuk menyelesaikan hal tersebut pemerintan membuat suatu
terobosan hukum yang di rasa tepat untuk mengatasi permasalahan regulasi
tersebut melalui konsep Omnibus Law.

Kata Omnibus Law memang terdengar asing di telinga masyarakat umum
Indonesia, Omnibus sendiri sebenarnya berasal dari sistem hukum Common Law
sedangkan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia berupa Civil Law hal ini lah

yang menjadi perdebatan diantara kalangan praktisi hukum apakah konsep ini

® Ahmad Sodiki, 1997, Penataan Pemilikan Hak Atas Tanah Sebagai Strategi
Pembangunan Hukum Agraria, Malang: Fakultas Pertanian UNIBRAW, him.7

10 Fatimah Al-Zahra, 2017, Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Untuk
Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan, Jurnal Arena Hukum Vol. 10 No. 3
ISSN 0126-0235 e-ISSN 25724406, him. 6



tepat untuk di terapkan di Indonesia. Namun pada tanggal 2 November 2020 lalu
akhirnya Presiden mengesahkan suatu Undang-Undang baru yang di namakan
sebagai Undang-Undang Cipta Kerja meski melalui banyak pertentangan dari
masyarakat karena Undang-Undang tersebut dianggap masih ada beberapa hal
yang perlu dikoreksi sebelumnya namun hal itu tidak membuat Menteri Hukum
dan Hak Asasi manusia Yasona H Laoly mengurungkan niat untuk menggodok
dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tersebut.!

Ada suatu hal menarik dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tersebut selain
mencakup tentang Ketenagakerjaan juga mencakup mengenai sektor Pertanahan,
dan dalam hal ini salah satu yang mempengaruhi Undang-Undang tersebut adalah
adanya tentang pembentukan bank tanah. Ini dilakukan karena adanya gagasan
Pemerintah menerbitkan Omnibus Law untuk menyederhanakan dan
mengharmonisasikan regulasi serta perizinan.

Bank tanah berasal dari dua istilah yakni Land Banks dan Land banking, Land
Banking dapat di terjemahkan kedalam Bahasa Indonesia yang berarti “perbankan
tanah” mengacu pada kegiatan yang berhubungan dengan bank tanah. Sedangkan
Land Banks disini digambarkan sebagai Lembaga atau kerja sama antar Lembaga
yang berkegiatan di bidang pengelolaan tanah. Definisi bank tanah menurut Frank
S Alexander? mengandung pengertian sebagai berikut: “Land Banking is the
process or policy by Which Local Government acquire surplus properties and

convert them to productive use or hold them for long term strategic publik

11 Aartjie Tehupeiory, 2020, Eksistensi Bank Tanah dalam Omnibus law, Opini: Media
Indonesia, diakses tanggal 02 Februari 2020 melalui http://repository.uki.ac.id/2923/
1/EksistensiBankTanah.pdf pukul. 11:19.

12 Frank S. Alexnder, 2008, Land Banking as Metropolitan Policy (Blue Print for
American Prosperity), Amerika Serikat: Metropolitan Policy Program at Brookings, him. 3



http://repository.uki.ac.id/2923/%201/EksistensiBankTanah.pdf
http://repository.uki.ac.id/2923/%201/EksistensiBankTanah.pdf

proposes.” Adapun menurut United States Department of Housing and Urban
Development selanjutnya disebut HUD® mendefinisikan bank tanah sebagai
berikut: “Land Banks are governmental or nonprofit entities that assemble,
temporarily manage, and dispose of vacant land.”

Berdasarkan pendapat para ahli sebelumnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa
bank tanah merupakan suatu kebijakan pertanahan yang mana negara melalui
Lembaga pemerintah atau Lembaga independen yang di tunjuk memiliki
kewenangan untuk melakukan akuisi terhadap tanah terlantar atau pula
bermasalah dimana tanah ini belum dikembangkan dan dianggap memiliki potensi
untuk di kembangkan, mengelola dan mengaturnya sementara waktu agar
kemudian mendistribusikannya kembali untuk kepentingan umum seusai program
pemerintah, baik program jangka pendek maupun jangka Panjang. Secara umum
bank tanah dimaksudkan sebagai kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah,
yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari.'* Konsepnya di sini
bank tanah pada dasarnya menghimpun tanah dari masyarakat terutama yang di
telantarkan dan tanah negara yang belum di gunakan, kemudian tanah tanah itu
dihimpun, dikembangkan dan didistribusikan kembali sesuai rencana penggunaan
tanah.®®

Tanah terlantar adalah tanah yang sudah di berikan hak oleh negara atau dasar

penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak

13 Laura Schwarz, 2009, The Neighborhood Stabilization Probgram: Land Banking and
Rental Housing as Opportunities for Innovation, Journal of affordable Housing and Community
Development Law Vol. 19 No. 1 American Bar Association, him 51.

4 Maria S.W. Sumardjono, 2005, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan
Implementasi, Jakarta Penerbit Buku Kompas him. 8

15 Haraini Mochtar, 2013, Keberadaan Bank Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk
Pembangunan, Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 18 No.2 E-ISSN 2598-6538, him. 127-135



dimanfaatkan sesuai dengan keadaanya, sifat, dan tujuan pemberian hak atau
dasar penguasaanya.'® Adapun objek daripada penertiban tanah terlantar dalam
Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar adalah meliputi tanah hak milik,
hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan tanah yang
diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah.

Latar belakang di bentuknya Peraturan Pemerintah tersebut diatas tidak lain
berasal dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
yang menyebutkan bahwa tanah atau kawasan yang sengaja ditelantarkan dalam
jangka waktu paling lama 2 tahun sejak di berikan akan di cabut dan di
kembalikan kepada negara yang mana hak ini lah yang mendasari pemerintah
untuk dapat menetapkan hak, izin atau konsesi tersebut nantinya sebagai aset bank
tanah.’

Tanah terlantar merupakan salah satu sumber tanah objek reforma agrarian
(TORA), dalam RPJM tahun 2014-2019 target TORA yang berasal dari HGU
yang telah habis masa berlakunya dan tanah terlantar sebesar 0,6 juta hektar
namun di tahun 2017 data tanah yang masuk dalam daftar isian tanah terindikasi
terlantar yang mampu diinventarisir Kementarian ATR/BPN baru mencapai 0,14
juta Hektar adapun hingga 2017 ini data luasan tanah terlantar yang di tetapkan

sebagai tanah Clear and Clean oleh ATR/BPN baru mencapai 23.795,40 Hektar.

16 Fauzie Kemal Ismail, 2013, Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar
Melalui Program Reformasi Agraria, Lex Jurnalica VVolume 10 Nomor 2, him.121

17 Budi Situmorang dalam webminar Kementrian Agraria dan tata Rang (ATR/BPN)
sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah
Terlantar. Diakses tanggal 2 Juli 2021 melalui: https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=
kQUSBAMSFSDSscKf4iT zbS2iFY7aBc+8bF84kDJhL AKA|j8IbnlzOEvpzHdIsU66e pukul 20.24
WIB.
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Gambar 1. Peta Sebaran Lokasi Tanah Terlantar di Indonesia
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Omnibus Law telah di sahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-
Undang dalam rapat paripurna, adapun pengertian bank tanah menurut Undang-
Undang Cipta Kerja ini tercantum pada BAB VIII bagian keempat tentang
pertanahan Pasal 125 ayat 2 yang berbunyi “Bank Tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.” Bank tanah dalam
Undang-Undang Cipta Kerja ini pun dimaksudkan untuk reforma agraria dan
redistribusi tanah kepada masyarakat umum, kepentingan sosial, serta untuk
pemerataan ekonomi seperti yang tertuang dalam Pasal 125 ayat (4) nya yang
berbunyi: “Badan bank tanah berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan,
pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah.”

Namun para akademis hukum Indonesia menyebut aturan bank tanah di
Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas peruntukkannya, guru besar Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada Maria S.W Sumardjono dalam wawancara
bersama CNN Indonesia bahkan memepertanyakan bank tanah dalan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk
membantu mempermudah perizinan usaha atau persetujuan.’® Para akademisi
mencurigai bahwa bank tanah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibuat untuk
tujuan kegiatan bisnis seperti pembanguan kawasan ekonomi serta wisata.

Maria juga mengatakan bahwa kebijakan pengelolaan tanah yang seharusnya
pro rakyat ternyata menjadi pro kapital dikarenakan pengelolaan tanah yang
seharusnya mengedepankan nilai kemanfaatan untuk masyarakat umum

tergantikan oleh nilai kemanfaatan yang hanya di rasakan oleh golongan tertentu

8 Yogi Anugrah, diakses dalam  https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/
20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker pada tanggal 04
Februari 2021 pukul 10.56



https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/%2020201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/%2020201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-uu-ciptaker
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dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi negara saja sehingga kesempatan
dalam pemanfaatan tanah menciptakan suatu ketimpangan yang tidak menjunjung
tinggi keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam UUD NRI 1945. ¥ Apabila
kita melihat definisi bank tanah secara umum lebih condong terkait penggunaan
tanahnya tidak di tentukan lebih dahulu karena tujuan mengawasi pola perkembangan
daerah perkotaan atau mengatur harga tanah dan atau memperoleh capital gain dari
nilai lebih sebagai akibat investasi publik dan atau mengatur penggunaan tanah,
termasuk mengenai waktu, lokasi, jenis, dan skala pengembangan.?’ Sedangkan bank
tanah khusus meliputi penyediaan tanah untuk pembaharuan perkotaan,
pengembangan industri, pembangunan perumahan, dan fasilitas umum.?

Apabila kita melihat ketentuan di dalam BAB VIII bagian keempat tentang
pertanahan Pasal 126 Undang-Undang Cipta Kerja yang berbunyi:

“Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi
berkeadilan untuk:

a. kepentingan umum

b. kepentingan sosial

c. kepentingan pembangunan

d. pemerataan ekonomi

e. konsolidasi lahan; dan

f. reformaagrarian.”

19 Maria S.W Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan
Implementasi, Jakarta: Kompas, him. 8

20 |bid him. 9

2L |bid.
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Dalam Pasal itu sudah jelas ditentukan dalam penggunaan tanahnya masih
abstrak sehingga bisa dilihat corak bank tanah yang dibangun adalah bank tanah
umum, yang mana secara umum tujuan dari bank tanah adalah mengarahkan
pengembangan penggunaan tanah dan mempengaruhi harga tanah.?? Dalam
Undang-Undang ini perlu dilihat apa tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah
dan apakah bisa mewujudkan filosofis ekonomi berkeadilan bukan hanya pemanis
diatas kertas semata. Apabila melihat ketentuan tempat yang termasuk
kepentingan umum terdapat perluasan bidang sebagaimana yang di atur dalam
BAB VIII perihal pengadaan tanah bagian kedua tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 123 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam sub Pasal perubahan ketentuan Pasal 10
Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum yaitu:

a. Kawasan Industri Hulu dan Hilir minyak dan gas yang di prakarsai dan
atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah;

b. Kawasan ekonomi khusus yang di prakarsai dan atau dikuasai oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah;

c. Kawasan industri yang di prakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha

milik daerah;

22 1bid.
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d. Kawasan pariwisata yang di prakarsai dan atau dikuasai oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha
milik daerah;

e. Kawasan ketahanan pangan yang di prakarsai dan atau dikuasai oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau
badan usaha milik daerah;

f. Kawasan pengembangan teknologi yang di prakarsai dan atau dikuasai
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara,
atau badan usaha milik daerah.

Apabila dilihat dari hal tersebut di atas, politik hukumnya terlihat jelas
condong ke arah para pemegang modal di mana konsekuensinya sektor-sektor itu
bisa dengan mudah di jadikan dalih pembebasan lahan yang tentunya akan
merugikan masyarakat dengan kondisi sosial kita yang subordinat apalagi praktik
kerap kali terjadi dimana warga pemilik lahan merasa jumlah ganti kerugian tidak
sepadan dengan nilai kerugian yang dialami baik itu secara materil maupun secara
immaterial yang timbul akibat pelepasan hak tersebut. 2 Permasalahan lain terkait
bank tanah adalah sumber pembiayaan Lembaga tersebut, berasal dari mana,
apabila mengulik Pasal 128 (BAB VIII bagian keempat tentang pertanahan)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sumber kekayaan
Bank Tanah berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Pendapatan sendiri

23 Ranitnya Ganindha, 2016, Urgensi Pembentukkan Bank Tanah sebagai Alternatif
Penyediaan Tanah bagi Masyarakat untuk Kepentingan Umum, Jurnal Arena Hukum UB vol. 9
No.3, him. 442.
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c. Penyertaan modal negara

d. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat konsep bank tanah yang hendak dibuat ini berupa bank tanah umum
yang tentunya membutuhkan pembiayaan jauh lebih besar, tidak seperti bank
tanah khusus yang skalanya lebih terbatas serta dapat diharapkan banyak berperan
dalam pengendalian penggunaan tanah dan menekan harga.?*

Kelembagaan atau kegiatan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104) secara eksplisit tidak di cantumkan
dengan gamblang mengenai definisi maupun bentuk bank tanah namun dalam
Pasal 13 ayat 3 menjelaskan bahwa “usaha-usaha pemerintah dalam lapangan
agrarian yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-
undang” hal ini hampir serupa dengan apa yang di laukan bank tanah dalam
pengelolaannya, dengan kata lain pembentukan Lembaga bank tanah
dimungkinkan untuk dilakukan namun dengan undang-undang atau sebagaimana
dimaksud adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang ada.

Sering kali di terangkan oleh pihak pemerintah bahwasanya bank tanah dalam
penyelenggaraanya bertujuan untuk kepentingan umum, menarik untuk di bahas
terkait hal tersebut apakah benar-benar mereka tujukan untuk kepentingan umum
ataukah untuk kepentingan segelintir orang saja, bukan hanya itu perlu juga di

pertanyakan apakah dengan adanya bank tanah ini akan mampu menghadirkan

24 Maria SW Sumardjono, op.cit. him. 10
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keseimbangan dan kesinambungan antara kepentingan rakyat luas dan para
investor, tidak hanya berat sebelah yang pada akhirnya akan menumbalkan
kepentingan rakyat seperti bisaanya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas peneliti tertarik
untuk menulis Tesis dengan judul “Bank Tanah Sebagai Upaya Menjamin
Ketersediaan Tanah Dalam Rangka Ekonomi Berkeadilan Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.”

B. POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya dapat dirumuskan dasar

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria?

2. Bagaimana konsepsi dan pengaturan bank tanah dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari sudut pandang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
Agraria?

3. Bagaimana pengaturan ideal bank tanah yang harmonis dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka akan di

dapat tujuan dan kegunaan dari penelitian antara lain berupa:
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a) Untuk menjelaskan konsepsi bank tanah berdasarkan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Untuk menganalisis konsepsi dan pengaturan bank tanah dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja jika ditinjau dari sudut
pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok Pokok Agraria.

c) Untuk menawarkan konsep dan pengaturan bank tanah ideal yang
harmonis dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian tesis ini akan bermanfaat baik untuk
kepentingan teoritis maupun praktis, yakni:
a) Manfaat secara Teoritis
1) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah agar dapat
memberi solusi terhadap permasalahan yang mungkin akan muncul
dalam regulasi pertanahan khususnya mengenai pembentukan bank
tanah yang sesuai dengan Asas dan kaidah yang terkandung dalam
UUPA.

2) Menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi
selanjutnya yang akan membahas kajian yang sama mengenai
kelembagaan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2020 tentang Cipta Kerja.
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3) Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu

hukum pertanahan di Indonesia.
b) Manfaat secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini akan memberikan manfaat bagi para pihak

yang berkepentingan, yaitu:

1) Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi
masyarakat, policy maker, maupun stakeholder yang akan berperan
sebagai user agar dapat menentukan sikapnya dalam melakukaan
pengelolaan dan pemanfaatan tanah dalam suatu wadah kelembagaan
berupa bank tanah bagi kepentingan umum secara optimal
sepenuhnya untuk kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan
kalangan tertentu.

2) Secara praktis dapat memberikan masukan bagi lembaga legislatif
dan Lembaga eksekutif dalam membuat instrument hukum mengenai
pembentukan bank tanah agar dapat menyelesaikan berbagai
permasalahan yang akan timbul di kemudian hari.

3) Menjadi sumber informasi bagi masyarakat dalam memahami
manfaat dan tujuan pembentukan bank tanah yang sesuai dengan

ketentuan UUPA.

D. KERANGKA TEORI
Untuk mengkaji suatu permasalahn hukum secara lebih mendalam, diperlukan

teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk
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menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan
hubungan antar konsep.?® Menurut Soerjono Soekanto, kontinuitas perkembangan
ilmu hukum, selain bergantung pada metodelogi, aktivitas penelitian dan imajinasi
sosial, juga sangat ditentukan oleh teori.?®

Pada hakikatnya teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling
berkaitan dan berkenaan dengan sistem konsepsual aturan aturan hukum dan
putusan putusan hukum untuk sebagian yang penting dipositifkan.?” Teori hukum
digunakan untuk menjelaskan atau menguraikan hubungan-hubungan antara
norma-norma dasar, menurut Raimund Popper suatu teori harus bersifat praktis
dan berguna dalam memecahkan masalah kehidupan.?®

Dalam suatu penelitian hukum teori hukum diuraikan menjadi Grand Theory,
Middle Range Theory, dan Applied Theory. Adapun Teori yang peneliti gunakan
untuk menjawab permasalahan sesuai rumusan masalah yang sebelumnya di
uraikan adalah sebagai berikut:
1. Grand Theory

Grand Theory yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teori cita
hukum dari Gustav Radbruch seorang filsuf hukum yang berasal dari jerman,
menurut Gustav hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu sebagai

asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, dan asas kemanfaatan hukum.?®

% Burhan Ashofa, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, him.19

% Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him.6

27 J.J.H. Bruggink. Refleksi Tentang Hukum: Pengertian Pengertian Dasar dalam Teori
Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. HIm.156

2 Lili Rasjidi, 1993, Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya,
him.29.

29 Achmad Ali, 2012, Menguak Teori Hukum Legal Theory) dan Teori Peradilan
(Judicial Produce) Termasuk Intrepatsi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, him
288.
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Di sini Radburuch hendak mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas
prioritas dimana prioritas pertama dalam hukum adalah keadilan, yang kedua
adalah kemanfaatan, dan yang terakhir adalah kepastian hukum. Kemanfataan
tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum
tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.°

Teori cita hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang
merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang
diinginkan dalam masyarakat.3! Gutstav Berpendapat bahwa cita-cita hukum
berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstitutif, tanpa cita
hukum maka produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna.®?

Adapun text asli pendapat Gistav Radbruch adalah sebagai berikut:

“De revhtidee niet alien a/seen regulative maatstaaf fungeert (om het

positive recht op zijn rechtvaardigheid po ojrechtvaardigheid to toetsen),

maar tegelijk als constitutive grondslag (zonder welke het recht, dat de

rechtigdee der gerechtightoit de groundslag vormt van recht, dat met de

idee in stijd kan zijn (onrechtvaardigrecht).”

Yang jika di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia kurang lebih

mengatakan bahwa “cita yang benar bukanlah suatu yang asing atau semata

%0 1bid, him. 288-289.

31 | Dewa Gede Oka Nuryawan, 2018, Rekonstruksi Perjanjian Kerja Bersama Dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Jurnal Analisis Hukum
Volume 1 No. 2 ISSN 26204959, him. 260.

32 Esmi Warasih, 2010, Pranata Hukum Sebuah Telaan Sosiologi, Semarang:Pt
Suryadaru Utama, him.43

33 Gustav Redbruch dalam Esmi Warasih, 2010 Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi,
Semarang: PT Suryadaru Utama, him. 43.
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mata suatu tolak ukur regulasi (dalam hak positif), melainkan pada saat
bersamaan mencerminkan dasar konstitutif yang tanpa esensi hukum
pembentukannya dapat mempertentangkan cita hukum dan hukum bentuknya
(hukum yang tidak adil).”

Berdasarkan hal tersebut di atas, setiap proses pembentukan dan
penegakan serta perubahan-perubahan yang hendak dilakukan terhadap hukum
tidak boleh bertentangan dengan cita hukum yang di sepakati, oleh karena itu
Hans Kelsen menyebutkan cita hukum sebagai grundnorm atau basic norm.3*

Teori cita hukum Pancasila adalah sebuah teori hukum yang berdasarkan
pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis dan
bahkan aksiologisnya. Hukum sebagai suatu produk (struktur hukum) harus
berdasarkan pada asas-asas hukum.®® Cita hukum yang diinginkan bangsa
Indonesia adalah cita hukum Pancasila dimana secara mikro, cita hukum
Pancasila merupakan hukum yang merangkum segala nilai, konsep,
kepentingan yang secara eklektif mengambil unsur-unsur terbaik dari
kesadaran hukum masyarakat Indonesia.*

Dalam hal pembentukan bank tanah seyogyanya didasari oleh unsur-unsur
terbaik dari pada kesadaran hukum yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat Indonesia, memperioritaskan asas keadilan, kemanfaatan dan juga

% 1bid, him.46

%5 Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, 1999, Pengantar llmu Hukum:
Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya IImu Hukum, Buku I, Bandung:Penerbit
Alumni, him.137-139.

% Achmad Irwan Hamzani, 2019, Cita hukum Pancasila di Antara Pluralitas Hukum
Nasional, Prosiding seminar nnasional hukum transendal program doctor ilmu hukum universitas
Muhammadiyah Surakarta ISBN: 978-602-361-217-8
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kepastian hukum untuk kepentingan masyarakat yang merangkup segala nilai
dan konsep cita hukum Pancasila.
2. Middle Range Theory

Hukum di bentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat,
sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua
orang dalam masyarakat yang bersangkutan, dalam hukum terdapat asas equal
before the law (semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum).3’ Ini
berarti semua orang berhak mendapat kan keadilan yang seyogyanya dijamin
oleh hukum itu sendiri sebab keadilan itu merupakan inti dan hakikat hukum.

Dalam Middle Range Theory yang di gunakan penelitian tesis ini adalah
Teori kepentingan hukum. Menurut Ultrecht hukum adalah himpunan
peraturan-peraturan (perintah dan Larangan larangan) yang mengurus tata
tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati olen masyarakat.*

Dalam pandangan Hugo Grotius semua benda pada awalnya adalah res
nullius yaitu benda-benda vyang tidak ada pemiliknya, dalam
perkembangannya manusia membagi bagi semua berdasakan persetujuan-
persetujuan diantara mereka yakni benda-benda yang dapat dibagi-bagi
selanjutnya ditemukan oleh orang perorang maka benda itu adalah miliknya.*

Teori kepentingan (Belangen Theorie) intinya menjelaskan bahwa ukuran

pembedanya adalah tujuan, tujuan yang hendak di capai atau dipenuhi oleh

37 Eman Sulaiman, 2013, Hukum dan Kepentingan Masyarakat, Jurnal Hukum Diktum
Volume 11 Nomor 1, him. 100-110.

38 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai
Pustaka, him. 38

%9 Ridwan, 2011, Hak Milik Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis, Yogyakarta: Debut
Wahana Press, him.6
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badan hukum publik berhubungan dengan kesejahtetraan bersama warga
negara.*

Hukum dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan kepentingan tertentu
orang-orang dan untuk menciptakan ketertiban, rasa aman dan nyaman, dalam
kehidupan bermasyarakat. Dalam pembentukan diperundingan oleh negara
dan pengaturannya harus jelas dan tegas sehingga dalam pelaksanaanya dapat
tercapai kepastian hukum.

3. Applied Theory

Adapun Applied Theory yang hendak di gunakan adalah Teori
Harmonisasi Hukum, dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistem
yakni konotasi sistem sebagai entitas** memandang sistem hukum sebagai
suatu himpunan bagian hukum atau subsistem hukum yang saling berkaitan
yang membentuk suatu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu
kesatuan,*? yang bertolak pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konsep
dasar sistem hukum nasional.

Adapun cakupan harmonisasi hukum, L.M Gandi yang mengutip buku
Tussen eenheid en verscheidenheid: Opstellen over harmonisatie instaaat en
bestuurecht (1998) mengatakan bahwa harmonisasi dalam hukum adalah
mencakup penyesuaian peraturan perundang-perundangan, keputusan

pemerintah, keputusan hakim, sistem hukum dan asas-asas hukum dengan

40 prof. | dewa Gede Atmaja dan Dr. | Nyoman Putu Budiartha, 2018, Teori-Teori
Hukum, Malang: Setara Press.

4 William A Shrode dan Jr. Dan Voich, dalam Tatang M. Amirin, 2001, Pokok-pokok
Teori Sistem, Jakarta:Raja Grafindo Persda, him. 4-8

42 Mariam Darus Badrulzaman, 1994, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Penerbit Alumni,
him.2
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tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (Justice,
gerechtigheid) dan kesebandingan (equit, billijkeid), kegunaan dan kejelasan
hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum kalau
memang di butuhkan. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional
dalam buku yang disusun oleh Moh. Hasan Wargakusumah dan kawan-
kawan, harmonisasi hukum adalah kegiatan ilmiah untuk menuju proses
pengharmonisasian tertulis yang mengacu baik pada nilai-nilai filosofis,
sosiologis, ekonomis maupun yuridis.*?

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi hukum diartikan
sebagai upaya maupun proses penyesuaian asas dan sistem hukum, agar
terwujud kesederhanaan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi
hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan di antara
norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga
terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti
selaras, serasi, seimbang, terintegrasi, dan konsisten, serta taat asas.

Berdasarkan kerangka pemikiran teori tersebut diatas dalam perumusan
terkait pembentukan bank tanah yang ideal adalah dengan menyelaraskan,
menyesuaikan, menyelerasikan, menyeimbangkan unsur-unsur hukum guna
mengintegrasikan berbagai sistem hukum sehingga tersusun satu tatanan yang

harmonis satu sama lain dalam kerangka sistem hukum nasional.

4 Suhartono, Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan
anggaran belanja negara (solusi penyerapan anggaran belanja negara yang efisien, efektif, dan
akuntabel), Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
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Dalam penelitian ini pula akan menguraikan asas-asas hukum yang
berlaku di bidang hukum yang dikaji dan bidang hukum lainnya yang terkait.
Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan
tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya.** Asas hukum adalah
prinsip yang dianggap dasar atau fundamental hukum yang terdiri dari
pengertian pengertian atau nilai nilai yang menjadi titik tolak berfikir tentang
hukum.*®
Adapun asas yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah:

a. Asas kebangsaan
Dalam asas ini menyatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah
satu kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa

Indonesia. Pasal 1 ayat (1) — (3) Undang-Undang Pokok Agraria

menyatakan bahwa tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai sifat

komunalisik, bersifat religious, bersifat abadi.
b. Asas hak menguasai negara
Dalam hal ini negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat yang
diberi kewenangan untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menentukan
hubungan hukum antara orang-orang, dengan bumi, air, dan ruang

angkasa.

4 The Liang Gie, dalam S. F. Marbun, 2011, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya
Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH UlI Press, him. 203
% Ibid
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Asas persamaan hukum

Asas ini menetapkan bahwa negara Indonesia baik laki-laki maupun
perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh hak
atas tanah.
. Asas kepastian hukum

Dalam hal ini negara menggunakan peraturan Perundang-Undangan,
sebagai landasan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan
bernegara.
Asas manfaat

Dalam asas ini mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya
alam haruslah memberikan manfaat yang sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat banyak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Asas keseimbangan

Dalam asas ini, pemerintah di tuntut untuk dapat membentuk peraturan
yang mengatur secara seimbang antara kepentingan umum dengan
kepentingan penanam modal.
. Asas pengawasan publik
Asas ini menuntut adanya kejujuran dari pelaku penguasaan tanah dan

pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

. Asas keterbukaan

Dimaksudkan agar setiap kegiatan penyelenggaraan sistem bank tanah
mengikutsertakan masyarakat dan aspirasi masyarakat bukan hanya tentang

keuntungan ekonomi semata dan kepentingan investor/pemilik modal.
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E. KERANGKA KONSEPTUAL

1.

Bank Tanah

Bank Tanah berasal dari dua istilah yaitu Land Banking yang secara umum
diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “perbankan Tanah.” Di
mana menerangkan tentang kegiatan yang berhubungan dengan bank tanah,
dan Land Banks digambarkan sebagai sebuah Lembaga atau Kerjasama antar
Lembaga yang berkegiatan di bidang pengadaan tanah.*®

Bank tanah merupakan suatu kebijakan pertanahan yang mana negara
melalui Lembaga pemerintah atau Lembaga independen yang ditunjuk oleh
pemerintah berwenang untuk, (1) melakukan akuisisi terhadap tanah terlantar
atau bermasalah, tanah yang belum dikembangkan dan tanah yang dianggap
memiliki potensi untuk pengembangan, (2) menglola dan mengaturnya
sementara waktu, kemudian (3) mendistribusikannya kembali untuk
kepentingan umum sesuai dengan program pemerintah baik pusat maupun
daerah, untuk memperoleh dan menghimpun tanah untuk tujuan strategis
jangka pandek dan jangka Panjang.*’ Keterlibatan pemerintah yang efektif
dalam bank tanah akan membangun peran yang tepat dari pemerintah.
Tanah

Tanah merupakan kumpulan butiran (agregat) mineral alami yang bisa
dipisahkan. Tanah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti (1)

permukaan bumi, (2) keadaan bumi di suatu tempat, (3) permukaan bumi yang

% Fatimah Al-Zahra, 2017, Konstruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah untuk

Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Berkeadilan. Jurnal Arena Hukum vol. 10 no. 3
ISSN 0126 0235 EISSN 25274406, him.24.

47 1bid.
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diberi batas, (4) daratan, (5) permukaan bumi yang terbatas yang ditempati
suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara,
negeri.*®

Sedangkan yang dimaksud dengan tanah sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) adalah ““atas dasar hak menguasai
dari negara sebagaimana maksud dalam Pasal 2 di tentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan
kepada dan dipunyai oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum.”*® Atau
dengan kata lain permukaan bumi (kulit bumiy).

3. Pengadaan Tanah

Istilah pengadaan tanah secara yuridis pertama kali dikenal sejak
keluarnya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1993 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Pasal 1 angka 1 Peraturan
Presiden Nomor 55 tahun 1993 sebagai pengganti Keppres diatas, disebutkan
bahwa “pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah
tersebut.”

Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 sebagai
pengganti Keppres diatas disebutkan bahwa “pengadaan tanah adalah setiap
kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi

kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan

4 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diakses melalui http://kbbi.web.id, tanggal 11
februari 2021 pukul 15.07

4% Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria,
Pasal 2.



http://kbbi.web.id/
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benda-benda yang berkaitan dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas
tanah.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah adalah
kegiatan pelepasan hak atas tanah dengan memberikan ganti-rugi yang
pemanfaatannya harus untuk kepentingan umum.

Regulasi Pertanahan

Regulasi merupakan reaksi terhadap suatu krisis dan terkait dengan
beberapa kepentingan, kepentingan tersebut terkait dengan konsekuensi yang
akan di terima pengguna atas pembentukan dari suatu regulasi. Regulasi dapat
diartikan sebagai suatu peraturan yang di rancang, dirumuskan, di susun, atau
dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok
masyarakat atau Lembaga atau juga organisasi dan perusahaan dengan tujuan
tertentu, adapun tujuan suatu regulasi secara umumnya adalah untuk
mengendalikan sekelompok manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan
tertentu.

Regulasi pertanahan jika di tarik dari pengertian regulasi secara umum di
atas maka dapat diartikan sebagai suatu himpunan atau satu peraturan yang
mengatur mengenai tanah dengan tujuan untuk memberikan wewenang serta
batasan bagi mereka yang memiliki hak atas penguasaan dan pengelolaan

tanah tersebut dengan batasan-batasan tertentu.
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5. Hak Menguasai Negara atas Tanah
Hak menguasai negara atas tanah diatur dalam Pasal 2 UUPA adapun isi
dari wewenang hak menguasai negara yaitu:°
a) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan,
dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa;
b) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang orang
dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
¢) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Hak menguasai negara atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia
atas tanah yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas
kewenangan bangsa atas bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya yang mengandung unsur hukum publik.>! Tugas
untuk mengelola seluruh tanah bersama tidaklah mungkin dilaksanakan
dengan sendiri-sendiri oleh seluruh bangsa Indonesia maka itu dalam
penyelenggaraannya bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban
amanat tersebut pada tingkatan tertinggi dikuasakan seluruh rakyat

sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA.>?

50 Lihat Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokook Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 2043).

51 Urip Santoso, 2012, Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional,
Jurnal Mimbar Hukum UGM Volume 24 ISSN 2443-0994, Nomor 2, hIm. 276

52 Urip Santoso, 2013, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, him. 79.
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6. Hak Atas Tanah
Dalam Undang-Undang Pokok Agraria tercantum pada Pasal 4 nya
menyebutkan bahwasannya dasar hak menguasai dari negara sebagaimana
mana di maksud dalam Pasal 2 di tentunkan adanya macam-macam hak atas
tanah permukaan bumi yang di sebut tanah yang dapat diberikan kepada dan
dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama sama dengan orang
lain serta badan hukum. Hak atas tanah adalah hak yang memberikan
wewenang kepada si pemegang hak untuk menggunakan atau mengambil
manfaat dari tanah yang di hakinya tersebut.
7. Hak Pengelolaan Tanah
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria tidak mengatur mengenai hak pengelolaan namun
mengandung cikal bakal hak pengelolaan yang dapat di temukan dalam
penjelasan umum angka I1. Yang mana dijelaskan bahwa:
“Negara dapat memberikan tanah demikian itu kepada seseorang atau badan-
badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya,
missal Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna bangunan atau Hak Pakai
atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu Badan Penguasa
(Departemen, Jawatan, atau Daerah Swatantra) untuk dipergunakan bagi

pelaksanaan tugasnya masing-masing.”>?

%3 Lihat Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokook Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 2043).
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Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan
pelaksanaanya Sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya antara lain
berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah untuk keperluan
pelaksanaan tugasnya.

8. Ekonomi Berkeadilan

Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian
peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam
kehidupan ekonomi sehari-sehari dalam masyarakat, sementara itu keadilan
substantif (keadilan substansial) adalah keadilan yang diberikan sesuai
dengan aturan-aturan hukum substantis tanpa melihat kesalahan-kesalahan
procedural.

Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja
disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan demikian
sebaliknya apa yang secara formal salah bisa saja di benarkan. Dengan kata
lain keadilan substantif bukan berarti hakim bisa mengabaikan undang-
undang yang tidak memberi rasa keadilan tetapi tetap berpedoman pada
formal prosedural.

Keadaan suatu ekonomi negara sangat di pengaruhi oleh hukum yang ada
di negara tersebut, hal ini menjadi hal yang saling bertaut tidak bisa
dipisahkan bagai dua sisi mata uang koin, mengingat pertumbuhan ekonomi
tersebut membutuhkan batasan-batasan dalam penegakkanya.>* Agar

perekonomian itu dapat merata untuk kesejahteraan masyarakat atau bangsa,

% 1bid
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maka diharapkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pejabat yang

berwenang mampu melahirkan peraturan-peraturan yang bersikap adil.

F. METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian berupa menggambarkan, menjelaskan, menganalisis
asas kepastian hukum terhadap konseptualisasi pembentukan bank tanah
dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta
mengembangkan konsep pengaturan hukum kedepannya.
Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan, namun
demikian menurut kebisaaan metode di rumuskan dengan kemungkinan-
kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.”®
Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian
atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan
perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-
undangan (horizontal).® Metode penelitian hukum normatif adalah suatu
pendekatan yang mengacu pada hukum dan aturan perundang-undangan yang
berlaku.’

Berdasarkan doktrin yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa apa
yang dimaksud dengan penelitian normatif adalah suatu jenis metodologi

penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-

%5 Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ul Press, him. 5.
% peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, him. 23
57 Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja, him. 32
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undangan yang berlaku dan relevan terhadap permasalahan hukum yang
menjadi fokus dalam penelitian tersebut.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian di tujukan untuk melakukan pendekatan terhadap
isu hukum yang diteliti yang kemudian untuk dikaji dari berbagai aspek
hukum yang memiliki hubungan terhadap isu hukum yang tengah di teliti,
adapun pendekatan penelitian yang di gunakan dalam tesis ini adalah:
a. Pendekatan Perundangan (Statue Approach)

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwasannya pendekatan
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang
dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di
tangani, bagi penelitian untuk kegiatan praktis pendekatan Undang-
Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari
adakah konsistensi antara kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan
Undang-Undang lainnya atau antara Undang-Undang dengan Undang-
Undang dasar atau antara regulasi antar Undang-Undang kemudian hasil
dari telaah tersebut merupakan suatu agrumen untuk memecahkan isu
yang dihadapi.®® Bagi penelitian untuk kegiatan akademis peneliti perlu
mencari ratio logis dan dasar ontologis lahirnya Undang-Undang
Tersebut.®® Dalam penelitian ini pendekatan perundangan di gunakan

untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur

%8 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, him. 93
% bid.
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mengenai konseptualisasi bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
b. Pendekatan Futuristic

Merupakan penelitian hukum yang menyangkut pembangunan hukum
di masa depan (futuristic atau antisipatoris) yang memiliki pandangan
bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman
mencakup bentuk kegiatan hukum atau tidak melawan hukum yang baru
akan ada di masa depan.®

Dalam tesis ini akan menggunakan pendekatan futuristic guna melihat
bagaimanakah pengaturan hukum senyatanya yang ideal dan rill terkait
pembentukan bank tanah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.

c. Sistematika Perbandingan Hukum.

Comparative Law (perbandingan hukum) adalah metode penyelidikan
dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang
bahan hukum tertentu, dimana perbandingan hukum bukanlah perangkat
peraturan dan asas-asas hukum dan bukan pula suatu cabang hukum
namun merupakan teknik untuk menghadapi unsur daru suatu masalah
hukum.

Melakukan perbandingan hukum maka Kkita dituntut untuk
mempelajari sistem hukum di negara Indonesia dan negara lain,

memahami sistem hukum dari negara lain bermanfaat dalam menunjang

0 Re. Dwini Imananda Noegroho, 2019, Penggunaan sistem Barcode Dalam Rangka
Pengamanan Akta Notaris, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas
Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, him. 216.
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pemahaman dan pengembangan hukum nasional, selain itu dapat
memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan
sendiri serta membawa sikap Kritis terhadap sistem hukum sendiri.®
Dalam penelitian tesis ini akan dilakukan pembandingan dalam sistem
hukum nasional, dan hukum tanah nasional yang berdasarkan pada hukum
tanah menurut hukum adat dan di beberapa negara mengenai mekanisme
dan konsespi pembentukan Lembaga bank tanah.
3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Jika mendengar pendapat daripada Peter Mahmud Marzuki beliau
mengatakan bahwa dalam suatu penelitian hukum itu tidaklah mengenal
adanya data walaupun data itu diistilahkan sebagai data sekunder, lebih lanjut
Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk memecahkan isu hukum
secara preskriptif maka diperlukan sumber-sumber penelitian hukum yang
dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahanhbahan hukum
sekunder.%?

Lain halnya menurut Abdul Kadir Muhammad ia berpendapat dalam
penelitian normatif data yang diperlukan adalah data sekunder yang mana ia
mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat
pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang

dikeluarkan oleh pemerintah.®®

61 Barda Nawawi Arif, 2010, Perbandingan Hukum Pldana (edisi revisi), Semarang:Rajawali
Press, him.23.

62 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, him. 143-144.

83 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti, him. 122
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif,

yang mana artinya ia mempunyai otoritas dan mengikat. Dalam tesis ini

bahan-bahan hukum yang akan di gunakan terdiri dari:

1.

2.

10.

Norma Dasar atau Kaidah dasar, yaitu Pancasila.

Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban
Kawasan dan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran
Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2021 Tentang Badan Bank

Tanah.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan hukum yang memberikan
petunjuk serta penjelasan akan bahan hukum primer, tulisan dan hasil
karya ilmiah, pendapat dan doktrin para ahli hukum yang memiliki
relevansi dengan isu hukum dalam tesis ini.
c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang akan memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus,
ensiklopedia, dan lain lain yang kiranya memiliki relevansi dengan isu
hukum dalam penelitian tesis ini.®*
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Bahan Hukum
a. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum
Dalam tesis ini bahan bahan hukum dikumpulkan dengan cara
mengidentifikasi dan menginventarisasikan peraturan peraturan perundang-
undangan, meneliti bahan pustaka yang memiliki bentuk fisik
(Perpustakaan) maupun berupa informasi elektronik (IT) dan sumber bahan
hukum lainnya yang dirasa memiliki relevansi akan isu hukum dalam tesis
ini.
b. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum
Setelah memperolen bahan-bahan hukum dari hasil penelitian
kepustakaan tersebut barulah kemudian dilakukan pengolahan bahan-bahan

hukum yang didapat dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan-

6 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, him. 52
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bahan hukum tertulis, maksudnya adalah membuat Klarifikasi terhadap
bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan secara analitis dan
konstruksi.
5. Teknik Analisis Bahan Bahan Hukum
Dalam hal bahan-bahan hukum telah dikumpulkan akan diolah lebih lanjut
dengan cara analisis dan penafsiran atau interpretasi hukum, antara lain:
a. Penafsiran Otentik
Penafsiran secara Otentik diperlukan agar peneliti mendapat penafsiran
terhadap istilah tekstual otentik yang secara resmi dibuat oleh pembentuk
Undang-Undang sehingga didapatkanlah batasan-batasan yang baku
terhadap isu hukum yang di teliti dalam tesis ini.
b. Penafsiran Sistematikal atau Logis
Pada penafsiran ini suatu Perundang-undangan tidak boleh ditafsirkan
secara tunggal seakan-akan ia berdiri sendiri melainkan harus sebagai satu
kesatuan. Dengan kata lain harus selalu diingat hubungannya dengan
peraturan perundang-undangan yang lainnya. Penafsiran sistematik tersebut
dapat menyebabkan kata-kata dalam undang-undang di beri pengertian yang
lebih luas atau lebih sempit daripada pengertiannya dalam kaidah bahasa
biasa.
c. Penafsiram Gramatikal
Menurut Sudikno Mertokusumo untuk mengetahui makna ketentuan

Undang-Undang maka ketentuan Undang-Undang itu ditafsirkan atau
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dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari.®
Lebih lanjut J.A Pontier menegaskan kembali bahwa sebuah kalimat dapat
memainkan peran penting pada penentuan makna dari sebuah teks
Undang-Undang.%® Dengan kata lain, penafsiran gramatikal adalah upaya
menafsirkan Undang-Undang Menurut arti perkataan (istilah) atau Bahasa.
d. Penafsiran Teologis
Pada penafsiran ini Undang-Undang ditafsirkan sesuai dengan tujuan
pembentuk Undang-Undang dan bukan hanya dari bunyi kata-katanya
saja.b’
e. Penafsiran Futuristik
lalah Penafsiran terhadap suatu Undang-Undang yang menyangkut
pembangunan hukum di masa depan.®® Cara kerja penafsiran futuristik
lebih menitik beratkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan
normatif untutk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-
teologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah
hukum untuk masa yang akan datang.®
6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Adapun Teknik penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam tesis ini

peneliti akan menggunakan logaika berfikir abduktive maksudnya penalaran

6 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta:
Liberty, him. 56

6 J.A Pontier, 2008, Penemuan Hukum (Rechtsvinding), Terjemahan B. Arief Shidarta,
(Tanpa kota): Jendela Mas Pustaka, him. 37

67 Sudikno Mertokusumo, 1996, Penemuan Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta:
Liberty, him.58-59

8 C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-
20, Bandung: PT. Alumni, him. 141

% 1bid, him 152-153
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hukum yang merupakan gabungan dari pola berfikir Induktif (Inductive) dan
deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Nilai-nilai
hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum
yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian
dikonkritisasi atau dijabarkan dan diterapkan guna pengelesaian persoalan
hukum konkrit yang tengah dihadapi begitu juga seterusnya secara bolak balik

dalam proses abduksi.
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